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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

—_

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
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246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 9);



Menetapkan

-3-
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai
Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 20 dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Persyaratan untuk menjadi Bendahara Penerimaaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai
berikut:

a. diutamakan memiliki sertifikat kursus
bendaharawan daerah atau yang sederajat;
b. diutamakan yang memiliki kemampuan teknis
kebendaharaan;
dihapus;
tidak dapat dirangkap oleh PA, KPA, Pengurus
Barang, Penyimpan Barang, PPK-SKPD/Unit
Kerja, Pembantu PPK, PPTK, Pejabat Pembuat
Komitmen, dan Panitia Pengadaan barang/Jasa;
e. diutamakan memiliki kemampuan
mengoperasikan perangkat komputer dan
teknologi informasi; dan

f.  pangkat, golongan ruang gaji paling rendah
Pengatur Muda tingkat I, II/b dan paling tinggi
Penata Tingkat I, III/d.

(2) Dalam hal pada SKPD tidak terdapat personel yang
memenuhi persyaratan pada ayat (1) huruf a,
personel yang ditunjuk dapat diusulkan sebagai
Bendahara serta diikutsertakan pada pendidikan dan
pelatihan kebendaharaan daerah.

o 0

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 48

(1) SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk disahkan
PPKD.

(2) SPD diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali atau
menyesuaikan dengan kondisi yang diperlukan,
dengan memuat informasi yang menunjukkan secara
jelas alokasi pada kegiatan.
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Penyusunan SPD didasarkan atas anggaran kas PA

dan/atau KPA, yang  disesuaikan dengan

ketersediaan kas Pemerintah Daerah.

SPD dibuat rangkap 2 (dua), dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. lembar kesatu untuk PA atau KPA yang dipakai
sebagai dasar pengajuan SPP; dan

b. lembar kedua untuk arsip PPKD.

Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dilakukan

setelah diterbitkan SPD oleh PPKD.

Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dilakukan

setiap hari Kerja kecuali untuk pembayaran gaji dan

tunjangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2024 NOMOR 57
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